WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
NOMOR dY TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNA! DANA DESA (BLT-1)D) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

Menimbang | a. Bahwa ‘berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Perietapan
RincianDana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir
Selatan yang bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2021 Desa dapat memberikan BLT-
Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19,

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirmaksud
dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali
Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga
Miskin terdampalc Covid-19 Tahun 2021,

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 te#ntang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor 7, Tanmbaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Namor ‘9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerali (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksasnaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana beberapakali telah diubah, terkahir dengan
Peraturan Pemerntah Nomor 1! Tahun 2019 tentang
Perubzhan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik
Iridonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telal diubah beberapa Kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611):

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Priorvitas
Pembangunan Dana Desa tahun 2021,

Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 222 /PMK.07 /2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Bupati Pesisir Selitan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Nagari.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Pembagian dan Penetapan RincianDana Nagan di
setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan vang bersumber dan
;nggamn Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Arnggaran
021. ‘



12. BA Musyawarah Nagari Khusus Perubahan KPM BLT DD
Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini vang dimaksud dengan ;
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintshan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Nagarl adalah kesatuan masyarakat hukum vang memililki
batas wilayah vang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemeriniahan. kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masvarakat, hak asal usul, dan/atau
hak wadisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.

4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Inderapura Tengah

5. Pemerintalh Nagari adalah Wali Nagari dibantu peraiigkat
Nagari sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan vang
ditetapkan olek Wali Nagari setelah dibahas dan disepakat
bersama Badan Permusyawaratan Nagari.

7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan vang ditetapkan oleh
Wah Nagan dan bersifat megatur.

8. Musyawarah Nagari adalah mmusyawarah antara Badan
Permusyvawaratan Nagar, Pemerintah Nagari., dan unsur
masyarakat vang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Nagari untuk menyepalkati hal yang bersifat
strategs.

9, Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala
penyebaran penvakit Corona Virus Disease (COVID-«19] yang
terjadi secara global di seluruh dunia.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagan, selanjutnva disebut
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(2)
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APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan
dengan Peraturan Nagati.

Rekening Kas Nagari vang selanjutnya disebut RKN adalah
rekening tempat mzm-tmpan uang pemerintahan Nagari yang
menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang
ditetapkan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Nagan vyang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk
membiayai  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
L

Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagarl yang berkedudukan
sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan
tugas sebagal koordinator FPKN.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut

BLT-Dana Desa adalzh bantuan untuk penduduk miskin yang
bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak
ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BABII
BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2
Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19
Nagari dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga
miskin atau tidak mampu.

BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada avat {1} diberikan
kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan
yang berlaku dengan kriteria

a. Keluarga miskin yang menderita penvakit menahun;
penyakit kronis; Disabilitas; dan Orang dalam Gangguan
Jiwa (ODGJ) vang berdomisili di Nagari setempat.

b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pargan Non
Tunai [BENT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan
Soesial Pemerintah lainnya.

Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan avat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah} setiap keluarga, dengan ketentuan :
a. Dibavarkan setiap bulan;

&




(1]

(1

(2)

(3]
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b. Selama 12 (dua belas| bulan terhitung sejak bulan Januari
sampsi dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan
sebesar Rp, 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Pasal 3
Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (1) Pemerintah
Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

BAB I
PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA
KELUARGA MISKIN

Pasal 4
Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD
sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran,
dilakukan pendataan keluarga miskin,

Pendataart sasaran keluarga miskin scbagaimana dimaksud
pada ayat (1] dilakukan oleh :

. Relawan Desa Lawan COVID-19;

b, Terfokus mulal RT, RW dan Desa;

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada avat (2] dibahas
dan disepakati dalam Musvawaralh Desa Khusus dengan
agenda tunggal validasi dan finalisasi data.

Kesepakatan dala finalisasi hasil Musvawarah Desa Khusus
sehagaimana dimaksud pada ayat (3] dituangkan dalam Berta
Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

(1)Olelh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan
kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama
Bupati. '

(2] Berdasarkan data hasil Mugyawarah Desa khusus yang telah

ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Passl 4
ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupafi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima
BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam
lampiran 1 vang merupakan bagan tak lerpsahkan dari
Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV
FENCAIRAN DAN PERTANGOUNGJAWABAN

Pasal 6



(1)

(2

(3)

(1]

(2

(1]

{2)

(3}

BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan vang berlaku
setelah Nagari menerima peényaluran Dana Desa di RKN setiap
bulan.

BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Kelnarga miskin
sehagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat (2) secara tunai.

Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa
termasuk  pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana
Desa.

Pasal 7

Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-
Dana Desa di berkan undangan Pemberitahuan agar
merunggu dikediamar masing-masing, Relawan Desa Aman
COVID-19 datang untuk melakukan penvaluran BLT-Dana
Desa yang ditentukan oleh Nagari.

Setelah  bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa
menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungiawaan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 8

Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa
kepada Bupati Pesisur Selatan Cq. Kepala Dinas Feberdayaan
Masyarakal Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana melalui Camat:

Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Daria Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercliri dari :

A. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat
setiap bulan vang berlaku selama 12 (dua belas) bulan
untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesaty; dan.

b, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan
bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan
setelah melakukan perekaman atau realisasi Jurtilah
keluarga penerima manfaat bulan sebelumsnya,

Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada avat (2) disampaikan dengan menggunakari

format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUAS|
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Pasal 9

(1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan’ kegiatan
BLT-Dana Desa dilakukan manitoring dan evaluasi,

(2] Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan oleh .
a. Badan Permusyawaratan (BAMUS] Nagar Inderapura

Tengah;

b Camat Pancung Soal; dan
c, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB Vi
PENUTUP .
Pasal 10
Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang ‘dapat mengetaluinya, memerintatkan

pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannyva
dalam Berita Nagar Inderapura Tengah

thetaplmn di C]uang

#  Diunidangkan di Cluang
pada tanggal 01 Juli 2021.

Sekretaris Nagari
Inderapura Tengah

o

ASWANDI

BERITA NAGARI INDERAPURA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 94
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